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BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

> BUPATI ACEH BARAT,

i. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah
dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan
Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan
Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan
Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, pada lampiran huruf A
yang merincikan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) menurut
Daerah Provinsi/ Kabupaten/ KotaTahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan maksud tersebut dalam huruf a, sumber
anggaran penghasilan tetap yang bersumber dari APBK
berkurang secara signifikan yang menyebabkan penghasilan
tetap dan tunjangan perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan
Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat;

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 1092);

2. Undang-Undang-Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nÿmor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone x Nom-. 95);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tei ing Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republic Indone a . iun 2014 Nomor
244, Tambahan v< Lembaran «Negar Repv dk adonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah b< •- k terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 : ; nj 'erubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2; iu 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran kepub!:k Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambah . U ir, Ne , Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7" Tahun _ teirang miggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tl i -garan 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal .n . 7 Nomor 198);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ter aig Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Ui inng Nomor 1Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas Sistem
KeUangan untuk Penanganan Pandr.-r.; Con » Virus Dosease
2019 (COV1D-19) dan/atau Stabilitas Sisiem :angan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik li, tesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara R oulk •: Indonesia
Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 .Lang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angpe -an 2021 (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2020 ' 239);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016
Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

12. Peraturan
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 4% Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman,Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubdh
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/202il
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomdr
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam
rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan
Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021
dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan
Dampaknya;

19.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun
20,10 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat
Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran
Kahupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218);

20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Aceh Barat Tahun 2017 -2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Nomor 203);

21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong;

22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong, Dapa
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambaÿn
PenghasilanTetap Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturjein

Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas ..•
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Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong,
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Danÿ
Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Gampong Dalam Kabupaten
Aceh Barat Tahun 202 1:

24. Peraturan Bupati Aceh ikirat Nom< Tahun 2021 tentang
Penghasilan Tetap Keu k dan rangkat Gn»'"\ong di
Kabupaten Aceh Bat it Tali 2021;

MEMU'I ska:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAi . A .S PERATURAN
BUPATI ACEH BARAT NOMOR 3' TA i021 iANTANG
PENGHASILAN TETAP K OUCHIK DAN PEkÿuGE \T G ;•< >NG DI
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021.

Tasai I
i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati A< iBarat Nomor 3
Tahuri 2021 tentang Penghasilan Tetap Keu<~hik dan Perangkat
Gampong di Kabupaten Aceh Barat (Berita L ihKabupaten Aceh
Barat Tahun 2021Nomor 3), diubah sebagai i kiw.

1. Ketentuan ayat (2) do n ayat

berbunyi sebagai berikut:
rr>.\ ubah, sehiugga

ui.

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap diberikari kep;

Gampong dianggarkan dalat. APB(.

ADG.
(2) Dalam hal ADG tidak nuncu..

penghasilan tetap Keuchik dan

sebagaimana dimaksud pada ayat {

Bantuan Keuangan Kabupaten y.

penghasilan Tetap atau si;; Per lai;

Dana Desa.
(3) Besaran penghasilan tetap K

Gampong sebagaimana dimaksu

sebagai berikut:
a. Keuchik
b. Sekretaris Gampong

c. Kepala Seksi
d. Kepala Urusan
e. Ulee Jurong

(4) Besaran penghasilan
Gampong sebagaimana dimaksud
setiap bulan.

Rp. 2.00
Rp. 1.80
Rp. 1.60!
Rp. 1.60'
Rp. 1.21.
tetap K-

k'euchik dan Perangkat
a.ng bersumber dari

untuk mendanai
rangkat Gampong
apat dipenuhi dari

Dana Tambahan
dalam APBG selain

c dan Perangkat
!a ayat (1) adalah

0,00
TOO
j,00
0,00
0,00
iik dan Perangkat

xda. ayat (3) diberikan

2. Ketentuan
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

(1), Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
dalam,pasal 3, Keuchik dan Perangkat Gampong menerima

; tunjangan yang bersumber dari APBG.
(2) Besaran tunjangan Keuchik dan perangkat gampong

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. Keuchik : Rp. 0,00
b. Sekretaris Gampong : Rp. 0,00
c. Kepala Seksi : Rp. 0,00
d. Kepala Urusan : Rp. 0,00
e. UleeJurong : Rp. 125.000,00

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

berikut:

Pasal 6

Pasal II

Ditetapkan di Meulaboh
fQnororal 1C aKa** OHO 1 \7T

1Awal 1443 ft

BARAT,

pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 RabiulAwal 1443 HI

SEKRETARIStoAERAH
fv KABUPATEN/ACEH BARAT,

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Oktober 2021 M

8 RabiulAwal 1443 HI

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 42


